BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN
PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT
KAMPUNG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa serta untuk mengoptimalkan
penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan
pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan
kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Singkil tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap
Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan
Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota Badan
Permusyawaratan Kampung dalam rangka peningkatan
kesejahteraan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan
Badan Permusyawaratan Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

[a—y

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4280);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

23

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
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Menetapkan :
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001
tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih
Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi
Perangkat Desa,;

28. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga
Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor
1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh
Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2015 Nomor 237);

29. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

31. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntasi Pemerintah Daeran Kabupaten
Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2014 Nomor 242);

32. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pedoman Pedoman Penetapan Alokasi Dana
Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2015 Nomor 250);

33. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014
tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah
Daeran Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT
KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT
KAMPUNG DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang
dipimpin oleh seorang Bupati.

Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah wunsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas
Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten Aceh Singkil.

Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh
Singkil, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih
melahii suatu proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya
disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Singkil.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten,
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK,
dan ditetapkan dengan Qanun.

Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya
disebut BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Aceh Singkil.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang
selanjutnya disebut DPKKD adalah Dinas Pengelolaan
Keuarigan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh
Singkil.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan
koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daeral, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.
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L1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh
Singkil yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBK Aceh Singkil dan bertindak sebagai
BUD.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah  Daerah yang  melaksanakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPKD, adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.

Bendahara pengeluaran SKPKD adalah pelaksana yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertangungjawabkan uang
untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Subsidi,
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi
Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan dengan tertib dan
teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kampung adalah
belanja dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada
pemerintah kampung dalam rangka pemerataan
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan kampung.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang
berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Kepala
Kampung yang berhak menyelenggarakan urusan rumah
tangga sendiri.

Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung dan
Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Kampung yang
memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan
Kampung yang diakui dan dihormati dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung,
Sekretaris Kampung beserta perangkat kampung lainnya
yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah
Kampung.
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21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28,

29.

30.

31.

Kepala Kampung adalah kepala pemerintahan Kampung
yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang
dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.

Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala
Kampung yang terdiri dari Sekretaris, pelaksana
Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya
disingkat BPK atau Tuha Peut adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sekretaris Kampung adalah perangkat kampung yang
bertugas membantu Kepala Kampung dalam tertib
administrasi pemerintahan dan pembangunan serta
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Qanun Kampung adalah peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh BPK atau Tuha Peut
bersama Kepala Kampung, yang isinya mengatur
penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kehidupan
masyarakat kampung.

Penghasilan Tetap adalah penghasilan sah yang diterima
oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung setiap
bulan.

Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala
Kampung dan Perangkat Kampung selain dari
penghasilan tetap.

Tunjangan Pengawas adalah tunjangan yang diberikan
kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPK
dalam rangka melaksanakan fungsi pengawas terhadap
penyelenggaraan pemerintah kampung.

Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK
adalah dana yang dialokasikan oleh Pemeritah
Kabupaten Aceh Singkil wuntuk Kampung yang
bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah
yang diterima oleh Kabupaten Aceh Singkil

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selajutnya
disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui oleh
Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan
Kampung dan ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban
Kampung serta segala sesuatu yang berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Kampung termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
kewajiban Kampung tersebut.
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32. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA.

34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran untuk BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
Kuasa BUD.

36. Penggelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penggangaran,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan Kampung.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung,
Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan
Permusyawaratan Kampung adalah penghasilan Kepala
Kampung, Perangkat Kampung, dan Badan
Permusyawaratan Kampung.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. memberikan tambahan penghasilan tetap kepala
kampung, perangkat kampung dan tunjangan badan
permusyawaratan kampung;

b. meningkatkan kesejahteraan kepala kampung, perangkat
kampung dan badan permusyawaratan kampung;

c. meningkatkan kinerja pemerintahan kampung dan badan
permusyawaratan kampung;dan

d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kampung.
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BAB III
SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA

KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Pasal 4

Sumber penghasilan tetap kepala kampung, perangkat
kampung, tunjangan kepala kampung, perangkat kampung
dan badan permusyawaratan kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 5

ADK yang digunakan untuk penghasilam tetap kepala
kampung dan perangkat kampung menggunakan
perhitungan sebagai berikut:

a. ADK yang besarannya kurang dari Rp. 500.000,00 (lima
ratus juta rupiah) digunakan paling tinggi 60% (enam
puluh persen);

b. sekretaris kampung paling sedikit 70% (tujuh puluh
persen) dari penghasilan tetap kepala kampung per
bulan;dan

c. Perangkat kampung lainya kaur, kadus dan bendahara
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan
tetap kepala kampung perbulan.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Kepala
Kampung memperoleh hak yang sama dengan Kepala
Kampung.

Pasal 7

Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 adaalah sebagai berikut:

No Jabatan Besaran (Rp) Ket.

1 2 3 4

1 | Kepala Kampung 2.000.000,- Per — Bulan
2 | Sekretaris Kampung 1.400.000,- Per — Bulan
3 | Kaur Kampung 1.000.000,- Per — Bulan
4 | Kepala Dusun 1.000.000,- Per — Bulan
5 | Bendahara Kampung 1.000.000,- Per — Bulan




Bagian
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BAB IV

TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Pasal 8
(1) Kepala kampung dan perangkat kampung diberikan
tunjangan selain gaji.

(2) Tunjangan juga diberikan kepada Badan Perwakilan
Kampung.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diberikan setiap bulan.

(4) Besaran tunjangan Kepala Kampung, Perangkat
Kampung dan BPK adalah sebagai berikut:

a. Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung:

No Jabatan Besaran (Rp) Ket.

1 2 3 4

1 Kepala Kampung 500.000,- | Per — Bulan
2 Sekretaris Kampung 400.000,- | Per — Bulan
3 Kaur Kampung 250.000,- | Per — Bulan
4 | Kepala Dusun 250.000,- | Per — Bulan
5 Bendahara Kampung 300.000,- | Per — Bulan

b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung:

No Jabatan Besaran (Rp) Ket.
1 2 3 4
1 Ketua 500.000,- | Per — Bulan
2 Wakil Ketua 300.000,- | Per — Bulan
3 Sekretaris 250.000,- | Per — Bulan
-+ Anggota 200.000,- | Per — Bulan
Pasal 9

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung baik yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri
Sipil berhak menerima tunjangan dari APBKam.

Pasal 10

Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat
Kampung, Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung
dan Badan Permusyawaratan Kampung dikenakan pajak
penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada
Pasal 10, kepala kampung dan perangkat kampung dapat
diberikan penerimaan lain-lain yang sah.

Penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah penerimaan dalam bentuk
honororium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan
kegiatan dari APBKam.

Penganggaran honororium sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan memperhatikan kemampuan
keuangan kampung.

BAB V

KRITERIA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENGHASILAN
TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG,
TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG

DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 12

Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung
dan Tunjangan BPK diberikan terhitung sejak berkas Kepala
Kampung, Perangkat Kampung dan Badan Permusyawaratan
Kampung yang benar, sah, dan lengkap diterima Bupati.

(1)

(2)

Pasal 13

Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan
Permusyawaratan Kampung yang diberhentikan karena
habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal
tidak diberikan Penghasilan Tetap Kepala Kampung,
Perangkat Kampung dan Tunjangan Badan
Permusyawaratan Kampung.

Terhadap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan
Badan Permusyawaratan Kampung yang diberhentikan
sementara, tidak diberikan Penghasilan Tetap Kepala
Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan Badan
Permusyawaratan Kampung.

Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan
Permusyawaratan Kampung yang meninggal sebelum
habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas
usia maksimal, diberikan penghasilan tetap 1 (satu)
bulan berikutnya yang diberikan kepada ahli warisnya.

Penjabat Kepala Kampung hanya menerima tunjangan
Kepala Kampung dengan besaran jumlah sama dengan
yang diterima Kepala Kampung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.

Aceh Singkil,- 11



dan HAM

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 14

Pelaksanaan Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat
Kampung dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung
harus melengkapi syarat administrasi sebagai berikut:

a.

Aceh

permohonan Kepala Kampung yang bersangkutan kepada
Bupati Aceh Singkil Cq. BPM yang telah ditanda tangani
oleh Kepala Kampung dan diketahui oleh Camat
setempat, dengan melampirkan:

1. fotocopy Keputusan tentang Pengangkatan Kepala
Kampung, Perangkat Kampung dan BPK;

2. daftar absensi Kepala Kampung, Perangkat Kampung
dan Badan Permusyawaratan Kampung;

3. laporan Harian Kinerja Kepala Kampung, Perangkat
Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang
harus diketik menggunakan komputer dengan jenis
huruf Bookman Old Style ukuran 12;

4. khusus untuk Badan Permusyawaratan Kampung,
laporan Harian Ketua dan Wakil Ketua diketahui oleh
Camat setempat;dan

5. anggota Badan Permusyawaratan Kampung diketahui
oleh Ketua BPK.

BPM merekap data alokasi penerima dana penghasilan
tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan
Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung atas
usulan yang disampaikan oleh Kepala Kampung;

. data alokasi dan penerima dana penghasilan tetap Kepala

Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK oleh
BPM dilakukan evaluasi guna menentukan data tersebut
sudah sesuai dengan ketentuan, termasuk kesesuaian
nama dan Keputusan pengesahan pengangkatannya,

. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

huruf ¢ BPM membuat rekomendasi pencairan dana yang
telah lengkap dokumen pendukungnya kepada Bupati
Aceh Singkil untuk mendapatkan persetujuan;

setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud
pada huruf d, Kepala DPPKD segera memproses pencairan
sesuai dengan Kketentuan perundang-undangan yang
seterusnya menerbitkan SP2D untuk memindahbukukan
dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil ke
Rekening Kas Kampung penerima dana;dan

Kepala Kampung yang bermasalah sehingga tidak dapat
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana
mestinya maka pengajuan permohon pencairan dan
pertanggungjawaban ditanda tangani oleh Sekretaris
Kampung atau Penjabat Kepala Kampung sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

12




Pasal 15

Permohonan pengajuan pencairan dana Penghasilan Tetap
Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan Badan
Permusyawaratan Kampung dapat diproses setiap bulan.

Pasal 16

Format pencairan dana penghasilan Tetap Kepala Kampung,
Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, tercantum dalam lampiran I, II,
I, IV, V, VI dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pertanggungjawaban dan Pelaporan dana penghasilan tetap
Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK
terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBKam, sehingga
bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban
APBKam.

Pasal 18

Pertanggungjawaban dana penghasilan tetap Kepala
Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK harus
memenuhi administrasi meliputi daftar tanda terima dana
Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

Pasal 19

Format kuitansi pertanggungjawaban dana penghasilan tetap
Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tercantum dalam
lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

(1) Kepala BPM bertanggungjawab dan bertugas:
a. melakukan proses pencairan dana penghasilan tetap
Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan
BPK sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;dan

;‘ Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Bingkil,- 13



b. merekomendasikan pencairan penghasilan tetap
Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan
BPK ke DPKKD selaku Bendahara Umum Daerah
untuk ditransfer ke Rekening Kampung.

(2) Camat bertanggungjawab dan bertugas :

a. memfasilitasi dana penghasilan tetap Kepala
Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK
untuk ditetapkan dalam APBKam,;

b. melakukan verifikasi akan kebenaran usulan
perierima dana penghasilan tetap Kepala Kampung,
Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK;

c. memberikan rekomendasi pencairan dana penghasilan
tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan
Tunjangan BPK bagi Kampung yang sudah benar dan
lengkap persyaratan dan pengajuan usulannya;dan

d. mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban akan
ketepatan waktu dan kebenarannya.

(3) Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung
bertanggungjawab dan bertugas:

a. memasukkan penghasilan tetap Kepala Kampung,
Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK dalam
Qanun Kampung tentang APBKam;

b. mengajukan usulan penerimaan dana penghasilan
tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan
Tunjangan BPK yang berhak mendapatkannya sesuai
dengan dasar penetapannya;

c. melakukan verifikasi akan kebenaran usulan bagi
Perangkat Kampung dan Anggota BPK yang berhak
mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan;

d. mengembalikan kelebihan transfer dana penghasilan
tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan
Tunjangan BPK ke Kas Daerah melalui Bendahara
Kampung;dan

e. menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan
dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat
Kampung dan Tunjangan BPK sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 21

Apabila terdapat kelebihan penerimaan dana penghasilan
tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan
BPK, bendahara kampung kewajiban menyetor kembali ke
kas daerah paling lambat terhitung 10 (sepuluh) hari setelah
penerimaan penghasilan tetap.

‘é Baglan Hukum dan HAM Setdakab Aceh Bingkil,- 14



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang
pengaturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan yang mengatur mengenai Penghasilan Tetap
Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK
yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan ini.

Pasal 28

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1§ ApriL 2015

BUPATI ACEH SINGKIL, £

]

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 APl 26)S

f ag k dan HAM s b Aceh keil,- 15



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

NOMOR g TAHUN 2015

PEDOMAN PENETAPAN
PENGHASILAN TETAP KEPALA
KAMPUNG DAN PERANGKAT

KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA
KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG
DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DAFTAR RINCIAN PENERIMA PENGHASILAN TETAP

KEPALA KAMPUNG, PERANFKAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN BPK

Kecamatan @ | iccceesis asissasssssasasansessese
KampPUng: = | iecceceieesen seseasiossbassbeisesies
Jumlah Dana @ Rp...coccoviiiiiiiiiiiinnnn
Kebutuhan Bulan.......cccoeiiveneiviasiiionis s/d Bulan;...ssssssssnssss 20::0:::
Jumlah Jumlah Total Yang

o Nama Jabatan Bulan | Tunjangan Bulan Diterima Ket,

1 3 4 5 6 7

1 Kepala Kampung

2 Sekretaris Kampung

3 Kaur/Bendahara

4 )€ 15§ R ——

5 Kaur.......ccocvveinenneee

6 KAUT:::.0usieenssavns dst

7 Kepala Dusun.........

8 Kepala Dusun.....dst

9 Ketua BPK

10 Wakil Ketua

11 Sekretaris BPK

12 Anggota....dst...

TOTAL (v o onesnssresnsrsnssmensssinssaseansnsavssasnspusansasssrssssnsrsasssnarnasrassse
TerDilang : ®...cccueeerinereensrisianeneoniiirrioriaisastssssssssressassnsssssosassessarsnstasseosesssnsassssses 2
.................... T SOORORE /.| O ST
Mengetahui:
CAMAT .. cincovacinivsnnniiss KEPALA KAMPUNG ...............
| T AN, ) { sosssnivvvinivosinss snvavasesnsase )
NIP. i
(% BUPATI ACEH SINGKIL, /{,
SAF I
:f Baglan Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil,- 16



Ll “QRIBUIS YOV qYOPISS KVH UDp wnyny uniiog %

I qHVS

)\\ “IIONIS HADV ILvdnd Q

A .................................. v
.................. ONNdINV VIVAEN
Isprt unsn(g ereday]
............. cngﬁ— ,W~.WQOV~
| ey
........................... ey
Sundurey] ereyepuag
gundurey] surslaIag
Fundwey ereday
z 1z 0z 61 81 1 o1 1 b1 €1 zl 11 o1 6 8 7 9 S b B 3 1
393 uereqep BwRN 3¢
Jered / red3ue]
........................................ weng
........................................ wﬁsﬂmg
........................................ . uejpUredoy
........................................ HHOM,QQﬂﬂn.QVm

DONNdIVI LVIDNVIEd NVA ODNNdINV VIVdEN JdIAVH dV.I14vAd

. DNNJNVI NVLVIVMVASNINNAL NVAVeL V.LODONY
NVAd ONNdAVI LVIONVIAd ‘DNNIAVI  VIVdad
NVONVLNNL ‘ONNdAVI LVIONVIAd NVA SDNNdNVI
VIVdAN dVIAL NVIISVHONAd NVAVIANAd NYWNOQAd
S10Z NNHVL § NOWON

HADV ISNIAO¥d

IDIONIS HAOV LLVdNg NVINLYIAd

II NVIIdINVT



“1RBulg Yaoy qOYOPIAg NVH Vop wnyny uobog Wn

81
IAVIIAVS
V\ “IBIDNIS HADV ILvdnd W
A ................................... w
............ Sdg VLA

HWMV ................. sowwé

B1083uy

©j033uy

ej083uy

SLIBjan{oS

'ema}y] [Pfem

Bn3oy

(44 12 0T 61 81 L1 91 ST b1 €1 (49 11 01 6 8 L 9 S |4 E [4 1
193 uejeqep BUreN ON
Jered / 1e33ue],

........................................ ueing
........................................ wﬁﬂnmg
........................................ :  uBjeUIEORY
........................................ GOU“Q:QQ

DNNdIAVI NVLVIVMVASNINIEd NVAVE JIAVH dv.i4dvd

DNNIWV NVLVIVMVASNNIEd NVAVe VLODDNY

NVA ONNdAVI LVIONVIAd ‘ONNdNV  VIVdaEd
NVONVLNNL ‘ONNdIAVY LVIONVIAd Nvad ONNJAVI
VIVdaEY dVIAL NVIISVHONAd NVAVLANAd NVWOAAd
S10Z NNHV.L § JONON

HAOV ISNIAOd

IBIONIS HADV LLVdNg NVINLVIAd

111 NVIIdINV'T



61 .wlsﬁasﬂxg!i_avézgn%

IAVIJAVS

“\ “IIDNIS HADV LLV. my

...........................

.................... ONNDIAV VIVAE LVIAVD
‘aerode] jenquapy 3uex anfmissiqg /myelaqiq

------ ON Cevovsnssneansnannes Coovesenvnnnnnnnanes

S 14 € [4 1

uedue1aloy ueeuesyenq Sueg uejerday / sedny uerein (p/s wreq) nixyem [ed3uegy], / ey ON

........................................ . ueing
....................................... . ueleqeP
........................................ . BurBN

........................................ . qugg
........................................ . gH“E@OOVm

TIMONIS HEOV NHLVdNEV Id DNNdIWVY HVINIIEWHEd VIIENDI NVIOdVT

DNNdINVI NV.LVIVMVASNINNE NVAve V.LODONY

NVAd ONNdAVY LVIONVIAd ‘ONNdWV VIVdE
NVONVLNNL ‘ONNdNVY  LYVIONVIAd NVAd ODONNIAVA
VIVdaY dVIAL NVIISVHONAd NVAVLANAd NVIWNOQdd
ST10Z NNHVL § JOWON

HAOV ISNIAO¥d

IBIDNIS HADV ILVdNg NVANLVIAd

Al NVIIdINVT



0z -“1PiBulg Yo qOYDPISE NVH UDOP wnyny uoifog ul

IAVIdAVS
V\ “IDIONIS HEOV 1LYaNng N%
‘Sursew-Suisew ueyeqel Sumuediay, (4
A ................................... w A .................................... V
.................... NNSNA VIVAEN/NYSNAN VIVAEN /ONNdNYY SRIVLAANES ettt NNV VIVAEN
‘uerode] yenquisy uey ‘mimesiq/myejexiq
...... ON Gessvsienennsnvsnss bossannsvcnnsnnasenne .
S v 3 [7 1
uedue1aloy uexeuesyeqig Suex uejerday / sedny uereln (p/s 1req) ndyem ress8uey, / uey ON

........................................ . ueng

(x’NNSNA VIVdAN/NVSNIN VIVdEN/DONNdWV SHVLAINES uejeqer

........................................ - Burey

........................................ mcs&e&x

........................................ UBTEWESY

TIONIS HEOV NELVANEVH I DNNdINV HY.LNIIEWNE VIIEND NVIOdV'T

DNNIIWVI NV.LVIVMVASNINIAd NVAvd VLODONY

NVA ONNdAVI LVIONVIAd ‘ONNdWVI  VIVAE
NVONVLNNL ‘ONNJAVI LVIONVIAd NvVA ODONNJAVI
VIVdE) dVIAL NVIISVHONAd NVAVIANAd NVINOQAd
S10Z NNHVL & JONWON

HADV ISNIAO¥d

IDIONIS HADV ILVdNg NVANLVIAd

A NVIIdNVT



1z .§a§§l§§uﬁi:ﬂ§%

I qJvS

V\ “IBIONIS HADV LLV. Dm&w

.............................. JIN
A ................................... w A .................................... w
.................... <D¢H~@.Vm \HHV*<3\<DE ssesesssssrsanae P§<O
‘aerode] yenquay 3uex :mfngasig /myeeqiq
...... ON Crovssscnnsensancans €oosnssvvsnrsnnnnnnes
S v € [ 1
uedueralay] ueyeussyeq Suex uejyerdsy] / sedny uerein (p/s req) mem e83uey / ey ON
........................................ . weng
VOLE TIVM/VALET usjeqel
........................................ . BureN
........................................ : wc:gg
........................................ . ueleUrBoY

IDIDONIS HAOV NALVANEGV 1d DNNdAVI NV.LVIVMVASNINIED NVAVE VIIENDI NVIOdV'T

DONNdNVI NVLVIVMVASNWIAL NVAvd V.LODONY

NVAd ONAJAVI LVIONVIAd ‘ONNdIWV  VIVdE
NVONVLNNL ‘ONNdIAVY LVIONVIAd NVAd ODONNdAVI
VIVdAN dVLIAL NVIISYHONAd NVAVLANAd NVANOQAd
S10Z NNHVL & JOWON

HAOV ISNIAO¥d

IDIONIS HAOV ILVdNg NVANLVIAd

IA NVIIdIWVT



“1P1Burg yeoy qOYDPING KVH UDp wnyry »ml

(44
IAVINAVS
w\ “IDIDNIS HAOV ILvdNd M.
O -dIN
A ................................... V A .................................... w
.................... Sidg VLODONY S RRRTTE R 1= RT7a R ACh
‘aerode] yenquapy Suej . anfnyesiq /myeieia
------ ON €eossvancsvsnnnsnces bosvensccnsnnnnnnnne . .
S 2 € 4 1
uedueIsay] uexeussyeqq Sue uejerday / sedng uerein (p/s Q) naxem re83uey, / ey ON

........................................ . wemng

3dg VLODDNV - uejeqer
........................................ ’ eurey
........................................ wcsﬁmg
........................................ B BUIEOSY]

TIONIS HEOV NALVdNEV Id ONNdAVI NVLVIVMVASNNIHEd NVAVE VOIEND NVIOdV']

DNNAWVI NV.LVIVMVASNINNEd NVAvd V.LODDONY

NVA ONNdWVY LVIDNVIEd ‘ONNdNVI  VIVdE
NVONVLNNL ‘ONNdAVY LVIONVIEd NVA ONNdNVY
VIVdEY dVIAL NVIISVHONAd NVAVLIANAd NVNOAQdAd
S10Z NNHVL ©§ dOWON

HAOV ISNIAOYJ

IDIONIS HAOV LLVdNg NVINLYVIAd

IIA NVIIdAVT



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2015
PEDOMAN

PENGHASILAN

KAMPUNG

DAN

DAN

PENETAPAN

TETAP

KEPALA

PERANGKAT
KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA
KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG
ANGGOTA
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

BADAN

FORMAT KUITANSI PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENGHASILAN TETAP
KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN BPK

Kampung
Kecamatan
Kode Rekening

Uraian

........................................

........................................

........................................

........................................

KUITANSI

.......

.......

.......

.............

.............

.............

TANDA TERIMA PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG
DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

BULAN :.iicisisavsvenes S/D BULAN :.vesmsessssanne TAHUN ANGGARAN 20....
. Jumlah
No Nama Jabatan Jg g e Pen_gh By Yang Tanda Tangan
ulan Tetap/Tunjangan Diteri
iterima
+ ¢« 1 ¥ A |laccsemsas
2 2
3! B
dst dst.......-
JUMLAH
TErDIANE .- cocnsammsnssranssmssssosnosasarinssassssrmnsnesevmnnnsmvornsnsoresisshassisssnsnessesanessnnnsnssarassssasanasys -
.................... g vesennneennsimmnniidy Z0seisse
Mengetahui:
KEPALA KAMPUNG .........ccovvnnenene. BENDAHARA KAMPUNG ...............
([ e rvrnsenrey | R B s )

‘f Baglan Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil,-

KQBU ATI ACEH SINGKIL, /4

SAF
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